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Definisi

Artikel Ilmiah Populer atau Artikel Populer atau umum disebut dengan
Arpop adalah salah satu jenis tulisan berbentuk artikel yang bersifat populer.
Artinya adalah bahwa penulisan Arpop ditujukan kepada khalayak umum atau
masyarakat awam. Dengan begitu, meski topik yang dibawakan berat, isi yang
dibawakan oleh Arpop harus bersifat mudah dibaca oleh masyarakat awam. Meski
target pembacanya adalah masyarakat awam, Arpop harus tetap bersifat ilmiah

dan berpegang pada standar ilmiah.

Tahapan Penulisan

Untuk menulis Arpop, proses penulisan harus didahului dengan penentuan
tema, topik, dan judul. Setelah menemukan judul, proses penulisan dilanjutkan
dengan riset di media daring, open journal system, buku, dan juga peraturan
perundang-undangan mengenai judul yang akan diangkat. Riset adalah tahapan
paling penting dalam membuat sebuah tulisan. Riset setidaknya harus memuat
penjelasan mengenai status quo atau keadaan saat ini dan harusnya memuat
bagaimana seharusnya.

Kemudian, proses penulisan dilanjutkan dengan menuangkan hasil riset ke
dalam bentuk tulisan dengan struktur yang akan dijabarkan di bawah ini. Proses
penulisan juga harus diikuti dengan penulisan sitasi, yakni baik Kutipan Langsung
maupun Kutipan Tidak Langsung serta catatan kaki dan referensi yang sesuai.
Kemudian, sebelum dipublikasikan, tulisan harus dibaca ulang, kemudian direviu

dan direvisi.
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Struktur Penulisan

Pada dasarnya, tidak ada struktur penulisan yang pasti untuk Arpop.
Namun, seperti tulisan hukum pada umumnya, Arpop dapat menggunakan
struktur FIRAC yaitu Facts, Issues, Regulation(s) atau Reference(s), Analysis,

dan Conclusion yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Facts (Fakta)

Bagian ini diisi dengan pemaparan fakta-fakta mengenai topik dan
judul yang diangkat. Dengan tujuan penulisan untuk masyarakat awam
secara umum, Arpop harus diawali dengan pemaparan fakta-fakta. Hal ini
juga dilakukan dengan tujuan untuk memberikan konteks kepada pembaca
mengenai judul yang diangkat dan urgensi pembahasannya. Penting untuk
memasukkan fakta-fakta hukum, yakni fakta-fakta yang berkaitan dengan

peristiwa hukum atau perbuatan hukum dalam judul yang diangkat.

2. Issues (Isu)

Bagian ini diisi dengan isu atau permasalahan hukum yang timbul
dari fakta-fakta yang telah dijabarkan. Dalam bentuk tulisan lain seperti
artikel ilmiah dan penelitian hukum, isu biasanya dijabarkan dalam bentuk
pertanyaan dan dalam suatu bagian khusus, yakni pada bagian Rumusan
Masalah. Dalam Arpop, isu ditulis di dalam paragraf tertentu tanpa harus
memasukkannya ke dalam bagian khusus seperti di dalam bagian

Rumusan Masalah pada artikel ilmiah atau penelitian hukum.

3. Regulation(s) atau Reference(s) (Regulasi atau Referensi)

Bagian  ini  diisi dengan  regulasi dan  peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan judul yang diangkat. Regulasi
dan peraturan perundang-undangan tersebut dituliskan berdasarkan hukum
positif yang berlaku di Indonesia mengenai fakta-fakta hukum yang
dijabarkan dan juga permasalahan hukum yang telah dirumuskan

sebelumnya. Regulasi dan peraturan perundang-undangan seharusnya



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

4.

LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

Sekretariat: Ruang Student Center Gedung F Kampus FHUI, Depok 16424
tel. 021-7270052 ext.62, fax. 021-7270003

email 1k2.thui@gmail.com, website www.lk2fhui.law.ui.ac.id

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

dapat menggambarkan sfatus quo atau keadaan saat ini mengenai
fakta-fakta hukum dan permasalahan hukum yang diangkat di dalam
Arpop.

Dalam beberapa kesempatan, sering kali belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai judul yang diangkat.
Dalam hal itu, penulis bisa menggunakan referensi, yaitu teori dan/atau
doktrin baik hukum maupun nonhukum mengenai judul yang diangkat.
Akan tetapi, untuk menulis sebuah Arpop di bidang hukum, penting bagi

penulis untuk tetap berada pada koridor ilmu hukum.

Analysis (Analisis)

Bagian ini diisi dengan analisis antara fakta-fakta hukum,
permasalahan/isu hukum, lalu dikaitkan dengan regulasi atau referensi
yang tersedia. Bagian ini adalah bagian yang harus menjadi inti atau
pembahasan utama dalam tulisan. Penulis harus merangkai bagian ini
secara logis dan komprehensif untuk membawa pembaca kepada
pemahaman dan alur pemikiran yang sama dengan penulis.

Dalam membuat bagian analisis ini, penulis dapat melakukan
komparasi dengan negara lain untuk memberikan solusi atas permasalahan
hukum. Kemudian, penulis juga dapat menggambarkan ketidaksesuaian
antara apa yang scharusnya (das Sollen) dengan apa yang menjadi
kenyataannya (das Sein). Terakhir, penulis juga dapat menggambarkan
ketidaksesuaian antara pengaturan di dalam hukum positif dengan

doktrin/teori dalam ilmu hukum.

Conclusion (Konklusi)

Bagian ini diisi dengan kesimpulan dari penulisan Arpop ini.
Kesimpulan ~ harus  berisi  penjelasan  dan  jawaban  atas
permasalahan-permasalahan hukum yang telah dituliskan di atas. Dalam
konteks ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif, konklusi dari sebuah

Arpop harus bersifat preskriptif. Kemudian, sekali lagi perlu diingat
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bahwa sebuah Arpop memiliki target pembaca, yaitu masyarakat awam,
sehingga konklusi yang dihasilkan harus dapat dipahami oleh target

pembaca.

Berbeda dengan Artikel Ilmiah, meskipun Arpop memiliki struktur

FIRAC dalam proses penulisannya, pembagian struktur tersebut tidak dibagi

secara kaku di dalam produk akhir tulisan.

Ketentuan Sitasi

Dalam penulisan tulisan ilmiah seperti Arpop, ada aturan penting yang

berlaku, yakni bahwa setiap informasi yang bukan berasal dari penulis sendiri

wajib diberikan sumber rujukan. Hal ini menunjukkan kejujuran dari penulis

bahwa pendapat atau argumen yang ditulisnya berasal dari karya orang lain.

Selain itu, sumber rujukan juga memberikan penghargaan kepada karya orang lain

dan dapat mendukung argumen dan/atau pendapat dari penulis.

Untuk memberikan sumber rujukan, terdapat dua cara yakni:

Kutipan Langsung

Kutipan Langsung terdiri atas dua jenis yakni atas Parafrase dan

Ringkasan:

- Parafrase merupakan teknik penyajian kembali suatu tulisan
dengan kata atau kalimat dari penulis sendiri; sedangkan

- Ringkasan adalah teknik yang mempersingkat atau
memadatkan teks rujukan menjadi beberapa gagasan penting

dari teks tersebut.

Kutipan Tidak Langsung

Kutipan Tidak Langsung dilakukan dengan mencakup secara

lengkap sumber informasi yang telah digunakan dalam tulisan.
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Kutipan Tidak Langsung harus mencantumkan sumber kutipan di
catatan kaki dan daftar rujukan/referensi. Kemudian, jenis kutipan
ini dibedakan berdasarkan jenis sumbernya, seperti putusan,

peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan lain-lain.

Dalam menuliskan catatan kaki dan daftar rujukan/referensi di
Kutipan Tidak Langsung dibedakan berdasarkan beberapa jenis
seperti gaya Chicago, APA, dsb. FH UI sendiri memiliki gaya
penulisan tersendiri yang bisa dilihat di buku panduan penulisan
hukum milik FH UL
Umumnya, Artikel Populer tidak menggunakan catatan kaki, melainkan
hanya memiliki daftar rujukan/referensi seperti contoh yang disampaikan di

bawah.

Reviu dan Revisi

Kedua hal tersebut adalah syarat mutlak dalam menulis, baik itu jenis
tulisan Artikel Populer maupun jenis tulisan lainnya. Menulis, sama seperti
pekerjaan lainnya, memerlukan pembiasaan. Semakin sering Anda menulis, maka

akan semakin baik tulisan dan pandangan yang Anda hasilkan.

Lampiran 1

Contoh Artikel Populer

Tidurnya Pilot di Kokpit Pesawat: Kelalaian atau Kelelahan?
Oleh: Arvin Rumbiak

Awal tahun 2024 lalu, dunia maya dihebohkan dengan berita pilot dan
kopilot yang tidur di pesawat saat penerbangan berlangsung. Pilot dan kopilot
tersebut sedang membawa serta 153 penumpang dengan pesawat dari maskapai
Batik Air saat penerbangan dari Kendari menuju Jakarta. Menurut investigasi
lebih lanjut yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT), peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Januari 2024 dan
beruntungnya tidak menimbulkan korban jiwa sama sekali. Namun, peristiwa
tersebut mengakibatkan pesawat keluar jalur dan sempat kehilangan kendali
selama 28 menit.

Pilot dan kopilot dalam penerbangan tersebut awalnya berniat untuk tidur
bergantian. Sebelum pesawat sampai ke Kendari dari penerbangan sebelumnya,
kopilot sudah tertidur lebih dulu. Lalu, saat pesawat sedang mengudara menuju
Jakarta, kopilot menggantikan posisi pilot yang pergi tidur. Pilot sempat terbangun
untuk menanyakan keadaan kopilot, tetapi kemudian ia melanjutkan tidurnya.
Namun, saat pilot kembali terbangun 28 menit kemudian, ia melihat kopilot

tertidur dan menyadari bahwa pesawat sudah keluar jalur.

Pengaturan Istirahat Pilot di Kokpit Pesawat

Boleh atau tidaknya pilot dan kopilot untuk tidur di kokpit pesawat
bergantung kepada lokasi di mana pesawat itu terbang dan di mana penyelenggara
usaha penerbangan tersebut berada. Dalam konteks ini, penerbangan tersebut

merupakan penerbangan domestik di wilayah Indonesia dan penyelenggara usaha



| LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN
’ FAKULTAS HUKUM

) 3 UNIVERSITAS INDONESIA
- - ‘ Sekretariat: Ruang Student Center Gedung F Kampus FHUI, Depok 16424

LEMBAGA KAJIAN KEILMUAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

Sekretariat: Ruang Student Center Gedung F Kampus FHUI, Depok 16424
tel. 021-7270052 ext.62, fax. 021-7270003

email 1k2.thui@gmail.com, website www.lk2fhui.law.ui.ac.id

UNIVERSITAS

Veritas, Probitas, Justitia Veritas, Probitas, Justitia

email 1k2.thui@gmail.com, website www.lk2fhui.law.ui.ac.id

INDONESIA - tel. 021-7270052 ext.62, fax. 021-7270003 INDONESIA

penerbangan tersebut adalah Batik Air Indonesia. Maka, menurut Pasal 4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (atau selanjutnya
disebut dengan UU Penerbangan), hukum yang berlaku di sini adalah aturan
penerbangan Indonesia. Meski begitu, belum ada peraturan perundang-undangan
yang secara spesifik melarang pilot dan kopilot untuk tidur di kokpit pesawat saat
penerbangan berlangsung di Indonesia. Pasal 395 UU Penerbangan, misalnya,
hanya mengatur mengenai kewajiban menteri untuk mengatur waktu kerja pilot.
Begitu pula Keputusan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2001 yang berisi Civil
Aviation Safety Regulations (CASR) Part 91 mengenai Pedoman Dasar Operasi
dan Keselamatan Penerbangan. Aturan tersebut tidak melarang pilot dan kopilot
untuk tidur di kokpit pesawat pada saat penerbangan.

Lain halnya dengan Amerika Serikat (AS), misalnya, yang melarang pilot
untuk tidur di kokpit pesawat yang sedang terbang. AS memiliki Federal Aviation
Regulations (FAR) yang merupakan aturan penerbangan yang diterbitkan oleh
Federal Aviation Administration (FAA). FAA merupakan salah satu lembaga
pemerintah di AS yang membawahi urusan penerbangan. FAA berada di bawah
Departemen Transportasi AS, yang kedudukannya dapat dipersamakan dengan
Kementerian Perhubungan di Indonesia. Waktu istirahat pilot di luar waktu
penerbangan tercantum dengan jelas pada Pasal 117 dan Pasal 91 FAR. Peraturan
tersebut memperhitungkan jam terbang pilot dan mempertimbangkan kelelahan
yang mungkin dialami oleh pilot setelah terbang selama beberapa jam. Aturan ini
tidak memperbolehkan pilot untuk beristirahat di kokpit pesawat sama sekali.
Akan tetapi, FAR memperbolehkan pilot untuk memiliki tempat istirahat sendiri
seperti di kabin pesawat, khususnya untuk penerbangan jarak jauh.

Pengaturan yang berbeda dapat ditemukan di Kanada yang
memperbolehkan pilot atau kopilot untuk tidur di kokpit, dengan syarat hanya
salah satu dari mereka yang boleh tidur pada satu waktu. Waktu untuk mereka
tidur pun dibatasi. Mereka hanya boleh tidur maksimal selama 45 menit dan baru

boleh mengoperasikan pesawat lagi setelah menunggu selama 15 menit. Berbeda

juga dengan negara-negara Eropa, khususnya untuk penerbangan jarak jauh, ada

tiga pilot yang berada di kokpit saat penerbangan supaya pilot tidak kelelahan.

Kelelahan dan Jam Terbang Pilot

Setelah KNKT melakukan investigasi dan melaporkannya, Kemenhub
menerima laporan tersebut lalu memberikan teguran keras kepada Batik Air serta
memberikan sanksi kepada pilot dan kopilot dalam penerbangan tersebut. Pihak
Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni,
menyatakan akan melakukan investigasi lebih dalam mengenai peristiwa itu.
Salah satu hal yang menurutnya perlu ditindaklanjuti adalah mengenai kelelahan
yang dialami oleh pilot berkaitan dengan jam terbang mereka.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, mengenai waktu kerja
sebenarnya sudah diatur secara umum di dalam Pasal 395 UU Penerbangan.
Secara khusus, ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 28 Tahun 2013. Untuk dua pilot, maksimal waktu terbang mereka adalah
30 (tiga puluh) jam seminggu, 110 (seratus sepuluh) jam sebulan kalender,
dan/atau 1.050 (seribu lima puluh) jam dalam setahun kalender. Peraturan itu juga
melarang perusahaan penerbangan untuk memberikan jam terbang lebih kepada
pilot bersangkutan jika sudah mencapai ambang batas maksimal waktu terbang.

AS dengan Pasal 117 FAR-nya memiliki pengaturan yang lebih spesifik
mengenai hal ini. Salah satunya adalah perbedaan waktu istirahat minimum pilot
sebelum menerbangkan pesawat yang disesuaikan dengan jumlah pilot yang
menerbangkan pesawat pada saat itu. Semakin banyak pilot yang menerbangkan
pesawat, waktu istirahat minimum yang harus dipenuhi oleh para pilot akan

semakin kecil dan sebaliknya.

Beberapa Solusi
Beberapa program yang dapat dilakukan adalah seperti yang diterapkan di
AS. Mereka memiliki program khusus bernama Fatigue Risk Management

Program (FRM) yang dikeluarkan oleh FAA dan diwajibkan di dalam FAR.
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Program itu digunakan untuk meningkatkan kesadaran kepada pilot dampak dari
kelelahan yang bisa memengaruhi mereka saat penerbangan berlangsung dan
pelatihan langsung mengenai bagaimana cara untuk mengatasinya. Pilot yang
belum mengikuti program FRM belum dapat menerbangkan pesawat secara
komersil.

Selanjutnya, solusi lain yang tersedia adalah perbaikan dan optimalisasi
jadwal penerbangan. Solusi ini berkaitan dengan penerbangan malam hari
(night-time flights) yang kurang sehat karena para pilot cenderung kurang
beristirahat di siang harinya. Manusia memiliki jam biologis internal yang disebut
dengan Circadian Rythm. Pilot yang melakukan penerbangan malam hari dan/atau
pilot yang melakukan penerbangan ke zona waktu yang berbeda sangat rentan
mengalami hal ini. Dampaknya, pilot menjadi kurang fokus sehingga risiko
kesalahan pilot dan risiko kecelakaan kecil dapat meningkat. Risiko-risiko ini

harus dihindari agar tidak terjadi kecelakaan fatal.
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